BUPATI KEBUMEN ’
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 900/ 457 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEBUMEN

enimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Keuangan
‘VI Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menunjuk
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran

2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
. Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 183);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
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f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani Surat Perintah Membayar;

mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung

jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang dipimpinnya;

l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerabh;

n. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya;

g. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat
komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan
mempertangunggjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP), Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang (GU), Surat Permintaan Pembayaran
Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;







